BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai pengertian judul (proyek), studi
literatur, studi banding, dan studi kasus serta menguraikan filosofi dari
pekerjaan Perancangan Civic Center Di Kecamatan Trenggalek Kabupaten

Trenggalek.

2.1 DEFINISI JUDUL PROYEK
2.1.1 ISTILAH DAN DEFINISI

1. Bagian dari wilayah kabupaten/kota adalah satu kesatuan wilayah dari
kabupaten/kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang
terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian
daya guna pelayanan fasilitas umum kabupaten/kota;

2. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus;

3. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh
batasan fisik yang nyata (spt jaringan jalan, sungai, selokan, saluran,
irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, dan pantai) atau yang
belum nyata (rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain
yang sejenis sesuai dengan rencana kota)

4. Sub Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan

perbedaan sub zona.
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Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis yang tidak boleh
dilampaui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam
rencana kabupaten/kota;

Garis Sempadan Jalan (GSJ) adalah garis rencana jalan yang
ditetapkan dalam rencana kabupaten/kota;

Intensitas ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang
ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien
dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan
kabupaten/kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam
pembangunan kabupaten /kota;

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain
(network)

Kabupaten/kota adalah wilayah otonomi daerah yang dikepalai oleh
Bupati/Walikota, yang merupakan bagian langsung dari wilayah provinsi
dan terdiri atas beberapa kecamatan;

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya;

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya

alam dan sumber daya buatan,;
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Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan
ruruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting
dadalam  lingkup  kabupaten/kota  terhadap ekonomi, sosial,
budaya,dan/atau lingkungan;

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbanding
an antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang
dan rencana tata bangunan dan lingkungan;

Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan
antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/
daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana
tata bangunan dan lingkungan;

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah
perpetakan /daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang
dan rencana tata bangunan dan lingkungan;

Lingkungan adalah bagian dari wilayah kabupaten/kota yang
merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan
tertentu dalam suatu sistem pengembangan kabupaten/kota secara
keseluruhan;

Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk

masyarakat, hukum adat, badab hukum atau badan usaha, lembaga, dan



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

17

organisasi yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan
gedung;

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya;

Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus
yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil;
Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul
atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan
hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi
daya;

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang
memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana
mestinya;

Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota adalah rencana tata
ruang yang memuat kebijakan dan penetapan Pemerintahan
Kabupaten/Kota mengenai lokasi kawasan-kawasan yang harus
dilindungi di wilayah darat dan/atau wilayah laut, lokasi pengembangan
kawasan budidaya, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi
dan kawasan permukiman, sistem prasarana transportasi, fasilitas dan
utilitas umum, serta kawasan-kawasan di wilayah darat dan wilayah laut
yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu rencana;
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
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tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya;

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan
rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan,
serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan
lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan rencana investasi,
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan
pengembang an lingkungan/kawasan;

Ruang manfaat jalan (Rumaja) adalah ruang sepanjang jalan yang
dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan
jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya;

Ruang milik jalan (Rumija) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur
tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan;

Ruang pengawasan jalan (Ruwasja) adalah ruang tertentu diluar ruang
milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan
penyelenggaraan jalan;

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam;

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang-ruang dalam
kabupaten/ kota dalam bentuk area’kawasan maupun memanjang/jalur
yang menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat

kabupaten/kota dan tidak didominasi tanaman;
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Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan;

Utilitas umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang
memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya,
mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem
pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi
listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain;

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional;

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik;

Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai
dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi

pengembangan fungsi-fungsi lain.

PENGERTIAN RTH (RUANG TERBUKA HIJAU)

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR

Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan

untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

e Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
e Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;

e Area pengembangan keanekaragaman hayati;
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e Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan
perkotaan;

e Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;

e Tempat pemakaman umum;

e Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;

e Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;

e Penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan
serta kriteria pemanfaatannya;

e Area mitigasi/evakuasi bencana; dan

e Ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan

perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut

2.2.1 ISTILAH DAN DEFINISI YANG DALAM RTH

e Elemen lansekap, adalah segala sesuatu yang berwujud benda,
suara, warna dan suasana yang merupakan pembentuk lansekap,
baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Elemen
lansekap yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu benda
hidup dan benda mati; sedangkan yang dimaksud dengan benda
hidup ialah tanaman, dan yang dimaksud dengan benda mati
adalah tanah, pasir, batu, dan elemen-elemen lainnya yang
berbentuk padat maupun cair.

e Hutan kota, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan
pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan
baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan

sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
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Jalur hijau, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen
lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan
(RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan
(RUWASIJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen
lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna
hijau.

Kawasan perkotaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung
dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau (KDH), adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan
gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Lansekap jalan, adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang
terbentuk pada lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen
lansekap alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai
panorama yang indah, maupun yang terbentuk dari elemen
lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi
lahannya. Lansekap jalan ini mempunyai ciri-ciri khas karena

harus disesuaikan dengan persyaratan geometrik jalan dan
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diperuntukkan terutama bagi kenyamanan pemakai jalan serta
diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah,
nyaman dan memenuhi fungsi keamanan.

Penutup tanah, adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan
sebagai penutup tanah.

Peran masyarakat, adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang
timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat
sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan
penataan ruang.

Perdu, adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari
pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.

Pohon, adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu
keras.

Pohon Kkecil, adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai
dengan 7 meter.

Pohon sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian
dewasa 7-12 meter.

Pohon besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa >
12 meter.

Ruang terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah
yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam
bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih
bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang
terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non

hijau.
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Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan
atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah
perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan
yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu
atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan
terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung
milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan
dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan
untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Sabuk hijau (greenbelt), adalah RTH yang memiliki tujuan
utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan
atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak
saling mengganggu.

Semak, adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu
disebut sebagai herbaseus.

Tajuk, adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan
diameter tajuk.

Taman kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan
estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan

lain pada tingkat kota.
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Taman lingkungan, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial
dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau
kegiatan lain pada tingkat lingkungan.

Tanaman penutup tanah, adalah jenis tanaman penutup
permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga
dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. Biasanya
merupakan tanaman antara bagi tanah yang kurang subur sebelum
penanaman tanaman yang tetap (permanen).

Tanggul, adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun
dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah
sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.

Vegetasi/tumbuhan, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu
kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari

luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.

KEDUDUKAN PEDOMAN PENYEDIAAN DAN
PEMANFAATAN RTH DALAM (RTRW) RENCANA TATA
RUANG WILAYAH

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan
rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Berdasarkan wilayah administrasinya, penataan ruang terdiri
atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah
provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Di dalam
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana



25

penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas
minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota.

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR
Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan
Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah
Kabupaten. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan

dan pemanfaatan ruang terbuka hijau diatur dalam pedoman ini.

- Fersturany kebyakan

UU Penstasn | ol teckat (PP, Keppres * E‘Mf'“'
Ruang Koapmen, Permen) b+ Litoratur
- SNI. pedoman teman laintys
A 4

PEDOMAN PENYEDIAAN DAN
PEMANFAATAN RTH DI I
KAWASAN PERKOTAAN

Rencana Umum

RTRW Nasional 1 ! Rencana Rincl

v RTR Kawasan Strstegis Kabupsien 4 i

RTRW Prowns |
A4

' Rencana

» Penyediaan dan
{ Pemanfaatan RTH |

HTR Kawasan !
Perdesann/Agropoiltan H

RTH Kawasan
Perkotann

ROTR
Kabupaten
RTRW Kabupaten { .7 |

A | 1

Rencana Rinci

¥ 111 i ROTR Kota
HTRW Kota | -
| \

RTR Kawasan Strategis Kots

Gambar 2.1 : Kedudukan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan

RTH dalam RTR Kawasan Perkotaan

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR
Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan,

dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:
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a. Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;

b. Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan
kolam retensi;

C. Area pengembangan keanekaragaman hayati;

d. Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di
kawasan perkotaan;

e. Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;

f. Tempat pemakaman umum;

g. Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak
diharapkan;

h. Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun
historis;

I. Penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan
kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;

J. Area mitigasi/evakuasi bencana;

k. Ruang penempatan pertandaan ( signage ) sesuai dengan
peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi
utama RTH tersebut.

Kedalaman rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH pada

masing-masing rencana tata ruang tersebut di atas dapat dilihat

pada Tabel 2.1.
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Jenis Rencana Tata Ruang

Kedalaman Muatan

Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota
(Rencana Umum)

1)
2)

3)
5)

Luas minimum yang harus dipenuhi;

Penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan
disediakan;

Tahap-tahap implementasi penyediaan RTH;
Ketentuan pemanfaatan RTH secara umum;
Tipologi masing-masing RTH, alternatif
vegetasi pengisi ruang khususnya arahan
vegetasi dalam kelompok-kelompok besar,
arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga
konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan
untuk pengembangan disain selanjutnya,

RDTRK/RTR Kawasan
Strategis Kota/RTR Kawasan
Perkotaan

(Rencana Rinci)

1)
2)
3)
4)

5)

6)

Rencana penyediaan RTH vyang dirind
berdasarkan jenis/tipologi RTH, lokasi, dan luas
dengan skala yang lebih detail/besar;

Alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya
arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok
besar;

Arahan elemen pelengkap pada RTH;
Konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan
untuk pengembangan disain selanjutnya;
Indikasi program mewujudkan penyediaan RTH
pada masing-masing kawasan/bagian wilayah
kota;

Ketentuan tentang peraturan zonasi.

Tabel 2.1 Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan

RTH

2.2.3 TUJUANAN PENYELENGGARAAN RTH

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;

b. Menciptakan  aspek

planologis  perkotaan  melalui

keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan

yang berguna untuk kepentingan masyarakat;

C. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai

sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman,

segar, indah, dan bersih.
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2.24 FUNGSI RTH

RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:

Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari
sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);

Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air
secara alami dapat berlangsung lancar;

Sebagai peneduh;

Produsen oksigen;

Penyerap air hujan;

Penyedia habitat satwa;

Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;

Penahan angin.

b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

1. Fungsi sosial dan budaya:

Menggambarkan ekspresi budaya lokal;
Merupakan media komunikasi warga kota;
Tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian,

dan pelatihan dalam mempelajari alam.

2. Fungsi ekonomi:

Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga,
buah, daun,

sayur mayur;

Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan

kehutanan.

3. Fungsi estetika:
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e Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan
kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan
permukimam, maupun makro: lansekap kota secara
keseluruhan;

e Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;

e Pembentuk faktor keindahan arsitektural;

e Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area
terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat
dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan
keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan

ekologi dan konservasi hayati.

MANFAAT RTH

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan
bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan
(teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual
(kayu, daun, bunga, buah);

Manfaat  tidak  langsung (berjangka  panjang  dan
bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif,
pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian
fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada

(konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

TIPOLOGI RTH
Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:
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Fisik : RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat
liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH
non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga,
pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan.

Fungsi : RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika,
dan ekonomi.

Struktur ruang :RTH dapat mengikuti pola ekologis
(mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis
yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

Kepemilikan : RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH

privat.
Fisik Fungsi Struktur Kepemilikan
Ekologis
Pola RTH
RTH _ Ekologis Publik
Ruang Alami Sosial
Terbuka Budaya
Hijau
(RTH)
Estetika
RTH Pola RTH
Non Alami Planclogis Privat
Ekonomi

Gambar 2.2 : Tipologi RTH

Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik
dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH

privat adalah sebagaimana tabel 2.2 berikut.
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Mo. Jenis RTH R-TH
Publik Privat
1. | RTH Pekarangan
a. Pekarangan rumah tinggal \i
b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat A
usaha
c. Taman atap bangunan
2. | RTH Taman dan Hutan Kota
Taman RT
Taman RW
Taman kelurahan
Taman kecamatan
Taman kota
Hutan kota
Sabuk hijau (green belt)

<

<|<|<|<

<< | << <<

RTH Jalur Hijau Jalan

. Pulau jalan dan median jalan
. Jalur pejalan kaki
. Ruang dibawah jalan layang

a
b
C
d
e.
f.
g
a
b
c

<|<|<
<

4. | RTH Fungsi Tertentu

RTH sempadan rel kereta api

Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi
RTH sempadan sungai

RTH sempadan pantai

RTH pengamanan sumber air baku/mata air

Pemakaman
Catatan: taman lingkungan vang merupakan RTH privat adalah taman lingkungan yang dimiliki oleh orang
perseorangan/masyarakat/swasta vang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

Tabel 2.2. : Kepilikan RTH

SRR
|| |<|=|<

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi
utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial
budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH
dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan
atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas
yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi

penyandang cacat.

Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya.
Berikut ini tabel arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk

berbagai tipologi kawasan perkotaan:
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2.2.7 PENYEDIAAN RTH DI KAWASAN PERKOTAAN
Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan pada:

e Luas wilayah

e Jumlah penduduk

e Kebutuhan fungsi tertentu

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan

adalah sebagai berikut:

e Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik
dan RTH privat;

e Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar
minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau
publik dan 10% terdiri dari
ruang terbuka hijau privat;

e Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang
bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari
peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi
tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin

keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem

hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem
ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara
bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat
meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari
luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui

pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal
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b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk
Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk,
dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang
dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan

yang berlaku.

No Unit Tipe RTH Luas minimal/ | Luas minimal/ Lokasi
Lingkungan unit_(m?) kapita (m%)
1 | 250 jiwa Taman RT 250 1,0 di tengah
lingkungan RT
2 | 2500 jiwa Taman RW 1.250 0,5 di pusat kegiatan
RW
3 | 30.000 Taman 9.000 0,3 dikelompokan
jiwa Kelurahan dengan sekolah/
pusat kelurahan
Taman 24.000 0,2 dikelompokan
4 | 120.000 kecamatan dengan sekolah/
jiwa pusat kecamatan
Pemakaman | disesuaikan 1,2 tersebar
Taman kota 144,000 0,3 di pusat wilayah/
kota
Hutan kota disesuaikan 4,0 di dalam/ kawasan
5 | 480.000 pinggiran
Jiwa untuk disesuaikan 12,5 disesuaikan dengan
fungsi-fungsi kebutuhan
Tertentu

Tabel 2.3 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

C. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau
pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi
kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau
membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi
utamanya tidak teganggu.

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api,
jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan

perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH
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sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata
air.

d. Bagan Proporsi RTH Kawasan Perkotaan (ilustrasi)

RUANG PERKOTAAN

|
| '

. ‘ '
HUNIAN NON HUNIAN TAMAN JALAN LAINNYA
(40%) (20%) (12.5%) (20%) (7.5%)
v v L l ¥
KDB KDB KDB KDB KDB
(80%) (90%) (0%) (70%) (80%)
¥ ¥ ¥ ¥ '
RTH RTH RTH RTH RTH
(8%0) (29) (12,5%) (6%) (1,5%)
I ¥
RTH PRIVAT RTH PUBLIK
10% 20%
RTH KOTA

3096

Tabel 2.4 Bagan Proporsi RTH Kawasan Perkotaan (Ilustrassi)

2.2.8 PEMANFAATAN RTH DI KAWASAN PERKOTAAN
a. Pemanfaatan RTH pada Bangunan/Perumahan
RTH pada bangunan/perumahan baik di pekarangan maupun
halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha berfungsi sebagai
penghasil O2, peredam kebisingan, dan penambah estetika suatu

bangunan sehingga tampak asri, serta memberikan keseimbangan dan
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keserasian antara bangunan dan lingkungan. Selain fungsi tersebut,

RTH dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan sebagai berikut :

b.

2.2.9

RTH Pekarangan

Dalam rangka mengoptimalkan lahan pekarangan, maka RTH
pekarangan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan atau kebutuhan
lainnya.

RTH pada rumah dengan pekarangan luas dapat dimanfaatkan
sebagai tempat utilitas tertentu (sumur resapan) dan dapat juga
dipakai untuk tempat menanam tanaman hias dan tanaman
produktif (yang dapat menghasilkan buah-buahan, sayur, dan
bunga).

Untuk rumah dengan RTH pada lahan pekarangan yang tidak
terlalu luas atau sempit, RTH dapat dimanfaatkan pula untuk
menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, dan tanaman pot
sehingga dapat menambah nilai estetika sebuah rumah. Untuk
efisiensi ruang, tanaman pot dimaksud dapat diatur dalam
RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

RTH pada halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha,
selain tempat utilitas tertentu, dapat dimanfaatkan pula sebagai
area parkir terbuka, carport, dan tempat untuk menyelenggarakan
berbagai aktivitas di luar ruangan seperti upacara, bazar, olah raga,

dan lain-lain.

Pemanfaatan RTH pada Lingkungan/Permukiman
RTH pada Lingkungan/Permukiman dapat dioptimalkan

fungsinya menurut jenis RTH berikut:
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RTH Taman Rukun Tetangga

Taman Rukun Tetangga (RT) dapat dimanfaatkan penduduk
sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan sosial di lingkungan
RT tersebut. Untuk mendukung aktivitas penduduk di lingkungan
tersebut, fasilitas yang harus disediakan minimal bangku taman
dan fasilitas mainan anak-anak.

Selain sebagai tempat untuk melakukan aktivitas sosial, RTH
Taman Rukun Tetangga dapat pula dimanfaatkan sebagai suatu
community garden dengan menanam tanaman obat keluarga/apotik
hidup, sayur, dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh

warga.

o ¢ ’ \ " v/

{ ——— POHON PELINDUNG

~———JALUR PEJALAN KAKI

Gambar 2.3. : Contoh 1 Taman Rukun Tetangga
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Gambar 2.4. : Contoh 2 Taman Rukun Tetangga
b. RTH Rukun Warga

RTH Rukun Warga (RW) dapat dimanfaatkan untuk berbagai
kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan

sosial lainnya di lingkungan RW tersebut.

Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai
kegiatan, baik olahraga maupun aktivitas lainnya, beberapa unit
bangku taman yang dipasang secara berkelompok sebagai sarana
berkomunikasi dan bersosialisasi antar warga, dan beberapa jenis
bangunan permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai pula

oleh anak remaja.
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Gambar 2.5. : Contoh Taman Rukun Warga

RTH Kelurahan

RTH kelurahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan
penduduk dalam satu kelurahan. Taman ini dapat berupa taman
aktif, dengan fasilitas utama lapangan olahraga (serbaguna),
dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif,
dimana aktivitas utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat
pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga lebih didominasi

oleh ruang hijau dengan pohonpohon tahunan.
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Jenis | Koefisien Daerah Fasilitas Vegetasi
Taman Hijau (KDH)
Altif 70-80% 1) lapangan terbuka; 1) minimal 25 pohon
2) trek lari, lebar 5 m (pohon sedang dan
panjang 325 m; kecil);
3)  WC umum; 2} semak;
4 1 unit  kios (jika | 3) perdu;
diperlukan); 4} penutup tanah.
5)  kursi—kursi taman.
Pasif 80 - 90% 1) sirkulasi jalur pejalan kaki, | 1) minimal 50 pohon
lebar 1,5-2 m; (sedang dan kecil);
2)  WC umum; 2) semak;
3 1 unit kios (jika | 3) perdu;
diperlukan); 4) penutup tanah.
4} kursi-kursi taman.

Tabel 2.5 Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kelurahan
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Gambar 2.6 Contoh Taman Kelurahan (Rekreasi Aktif)
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Gambar 2.7 Contoh Taman Kelurahan (Rekreasi Pasif)

d. RTH Kecamatan

RTH kecamatan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk
melakukan berbagai aktivitas di dalam satu kecamatan. Taman ini
dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga,
dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif
untuk kegiatan yang lebih bersifat pasif, sehingga lebih didominasi

oleh ruang hijau. Kelengkapan taman ini adalah sebagai berikut:
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Jenis Koefisien Daerah Fasilitas Vegetasi
Taman Hijau (KDH)
Akif 70—-80% 1) lapangan terbuka; 1) minimal 50 pohon
2) lapangan basket; (sedang dan kecil);
3) lapangan volley; 2) semak;
4} trek lari, lebar 5 m panjang| 3) perdu;
325 m; 4) penutup tanah.
5) WC umum;

6) parkir kendaraan;

7) termasuk sarana kios (jika
diperlukan);

8) kursi-kursi taman.

Jenis Koefisien Daerah Fasilitas Vegetasi
Taman Hijau (KDH)
Pasif B0-90% 1) sirkulasi jalur pejalan 1) lebih dari 100 pohon
kaki, lebar 1,52 m; tahunan {(pohon
2) WC umum; sedang dan kecil);
3) parkir kendaraan 2) semak;
termasuk sarana kios (jika | 3) perdu;
diperlukan); 4) penutup tanah.

4)  kursi-kursi taman.

Tabel 2.6 Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kecamatan
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Gambar 2.8 Contoh Taman Kecamatan
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2.2.10 Pemanfaatan RTH pada Kota/Perkotaan
a. RTH Taman Kota

RTH Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk
melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian
wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan
hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain
(anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas
olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH

30%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Koefisien Daerah Fasilitas Vegetasi
Hijau (KDH)

70-80 % 1) lapangan terbuka; 1) 150 pohon
2) unit lapangan basket (14x26 m); (pohon sedang
3) unit lapangan volley (15 x 24 m); dan kecil)
4) trek lari, lebar 7 m panjang 400 m; semak;
5)  WC umum; 2)  perdu;
6) parkir kendaraan termasuk sarana kios 3) penutup tanah.

(jika diperlukan);

7)  panggung terbuka;

8) area bermain anak;

9) prasarana tertentu: kolam retensi untuk
pengendali air larian;

10) kursi.

Tabel 2.7 Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kota
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Gambar 2.9 Contoh Taman Kota (Rencana Taman Kota
Pangkalanbun Kabupaten Kotawaringin Barat)
b. Hutan kota

Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi
dan penyangga lingkungan kota (pelestarian, perlindungan dan
pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati).

Hutan kota dapat juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas
sosial masyarakat (secara terbatas, meliputi aktivitas pasif seperti
duduk dan beristirahat dan atau membaca, atau aktivitas yang aktif
seperti jogging , senam atau olahraga ringan lainnya), wisata alam,
rekreasi, penghasil produk hasil hutan, oksigen, ekonomi (buah-
buahan, daun, sayur), wahana pendidikan dan penelitian. Fasilitas
yang harus disediakan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan
seperti kursi taman, sirkulasi pejalan kaki/ jogging track.

Idealnya hutan kota merupakan ekosistem yang baik bagi
ruang hidup satwa misalnya burung, yang mempunyai peranan
penting antara lain mengontrol populasi serangga. Untuk itu
diperlukan introduksi tanaman pengundang burung pada hutan
kota.

C. Sabuk Hijau

Sabuk hijau berfungsi sebagai daerah penyangga atau
perbatasan antara dua kota, sehingga sabuk hijau dapat menjadi
RTH bagi kedua kota atau lebih tersebut. Sabuk hijau dimaksudkan
sebagai kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas dengan
pemanfaatan utamanya adalah sebagai penyaring alami udara bagi

kota-kota yang berbatasan tersebut.
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d. RTH Jalur Hijau Jalan

Pulau Jalan dan Median Jalan
Taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi

sebagai RTH, juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti
sebagai pembentuk arsitektur kota. Jalur tanaman tepi jalan atau
pulau jalan selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat
dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota. Median jalan dapat
dimanfaatkan sebagai penahan debu dan keindahan kota.

e. RTH Jalur Pejalan Kaki
RTH jalur pejalan kaki dapat dimanfaatkan sebagai:

e Fasilitas untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial
baik pasif maupun aktif serta memberi kesempatan untuk
duduk dan melihat pejalan kaki lainnya;

e Sebagai penyeimbang temperatur, kelembaban, tekstur
bawah kaki, vegetasi, emisi kendaraan, vegetasi yang
mengeluarkan bau, sampah yang bau dan terbengkalai,
faktor audial (suara) dan faktor visual.

f. RTH di Bawah Jalan Layang
Selain sebagai daerah resapan air, RTH di bawah jalan layang
dapat menjadi unsur estetika untuk meminimalkan unsur kekakuan
konstruksi jalan. Disamping itu RTH di bawah jalan layang dapat
dimanfaatkan sebagai:

e [Lokasi penempatan utilitas seperti drainase, gardu listrik,
dan lain-lain;

e Tempat istirahat sementara bagi pengendara sepeda
motor/pejalan kaki pada saat hujan;

e [okasi penempatan papan reklame secara terbatas
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2.2.11 RTH Fungsi Tertentu
a. Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api
RTH/jalur hijau sempadan rel kereta api dapat dimanfaatkan
sebagai pengamanan terhadap jalur lalu lintas kereta api. Untuk

menjaga keselamatan lalu lintas kereta api maupun masyarakat di

sekitarnya, maka jenis aktivitas yang perlu dilakukan berkaitan

dengan peranan RTH sepanjang rel kereta api adalah sebagai
berikut:

a) Memperkuat pohon melalui perawatan dari dalam, schingga
jaringan kayu dapat tumbuh lebih banyak yang akan menjadi
pohon lebih kuat;

b) Menghilangkan sumber penularan hama dan penyakit serta
menghilangkan tempat persembunyian ular dan binatang
berbahaya lainnya;

€) Memperbaiki citra/penampilan pohon secara keseluruhan;

b. Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi
Jaringan listrik tegangan tinggi sangat berbahaya bagi
manusia, sehingga RTH pada kawasan ini dimanfaatkan sebagai
pengaman listrik tegangan tinggi dan kawasan jalur hijau
dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat serta perlu
dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak
beraktivitas di kawasan tersebut.
Cc. RTH Sempadan Sungai
Pemanfaatan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk
kawasan konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai
yang rawan erosi, pelestarian, peningkatan fungsi sungai,

mencegah okupasi penduduk yang mudah menyebabkan erosi, dan
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pengendalian daya rusak sungai melalui kegiatan penatagunaan,

perizinan, dan pemantauan.

Penatagunaan daerah sempadan sungai dilakukan dengan
penetapan zona-zona yang berfungsi sebagai fungsi lindung dan
budi daya.

Pada zona sungai yang berfungsi lindung menjadi kawasan
lindung, pada zona sungai danau, waduk yang berfungsi budi daya
dapat dibudidayakan kecuali pemanfaatan tanggul hanya untuk
jalan.

Pemanfaatan daerah sempadan sungai yang berfungsi budi
daya dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan:

a) Budi daya pertanian rakyat;

b) Kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan
C;

c) Papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu
pekerjaan;

d) Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air
minum;

e) Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik
umum maupun kereta api;

f) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial,
keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak
menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan
keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan

g) Pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan

dan pembuangan air.
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Untuk menghindari kerusakan dan gangguan terhadap
kelestarian dan keindahan sungai, maka aktivitas yang dapat
dilakukan pada RTH sempadan sungai adalah sebagai berikut:

a) Memantau penutupan vegetasi dan kondisi kawasan DAS agar
lahan tidak mengalami penurunan;

b) Mengamankan kawasan sempadan sungai, serta penutupan
vegetasi di sempadan sungai, dipantau dengan menggunakan
metode pemeriksaaan langsung dan analisis deskriptif
komparatif. Tolak ukur 100 m di kanan kiri sungai dan 50 m
kanan kiri anak sungai,

C) Menjaga kelestarian konservasi dan aktivitas perambahan,
keanekaragaman vegetasi terutama jenis unggulan lokal dan
bernilai ekologi dipantau dengan metode kuadrat dengan jalur
masing-masing lokasi 2 km menggunakan analisis vegetasi yang
diarahkan pada jenis-jenis flora yang bernilai sebagai tumbuhan
obat;

d) Memantau fluktuasi debit sungai maksimum,;

e) Aktivitas memantau, menghalau, menjaga dan mengamankan
harus diikuti dengan aktivitas melaporkan pada instansi
berwenang dan yang terkait sehingga pada akhirnya kawasan
sempadan sungai yang berfungsi sebagai RTH terpelihara dan
lestari selamanya.

. RTH Sempadan Pantai

RTH sempadan pantai selain sebagai area pengaman dari
kerusakan atau bencana yang ditimbulkan gelombang laut, juga
dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diizinkan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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a) Tidak bertentangan dengan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

b) Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem
pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual;

c) Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya
abrasi, erosi, melindungi dari ancaman gelombang pasang,
wildlife habitat dan meredam angin kencang;

d) Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari
daerah setempat;

e) Khusus untuk kawasan pantai berhutan bakau harus
dipertahankan sesuai ketentuan dalam Keppres No. 32 Tahun
1990.

. RTH Sumber Air Baku/Mata Air

Pemanfaatan RTH sumber air baku/mata air dilakukan untuk
perlindungan, pelestarian, peningkatan fungsi sumber air
baku/mata air, dan pengendalian daya rusak sumber air baku/mata
air/danau  melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan
pemantauan.

Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai dimensi
sempadan serta pemanfaatannya pada masing-masing jenis RTH

sebagai berikut:
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No. | Jenis RTH | Dimensi Sempadan Pemanfaatan
1. |Danau/waduk| Minimal 50 m dari | a) jaringan utilitas;
titik pasang | b) budi daya pertanian rakyat;
tertinggi c) kegiatan penimbunan sementara
hasil galian tambang golongan C;
d) papan penyuluhan dan
peringatan, serta rambu-rambu
pekerjaan;

e) pemasangan rentangan kabel
listrik, kabel telpon, dan pipa air
minum;

f) pemancangan tiang atau pondasi
prasarana jalan/ jembatan baik
urmum maupun kereta api;

g) penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan vyang bersifat sosial,
keolahragaan, pariwisata dan
kemasyarakatan  yang  tidak
menimbulkan dampak merugikan
bagi kelestarian dan keamanan
fungsi serta fisikk sungai dan
danau; dan

h) pembangunan prasarana lalu
lintas air, bangunan pengambilan
dan pembuangan air.

2. | Mata Air Radius 200 m a) ruang terbuka hijau dengan
aktivitas sosial terbatas
penekanan  pada  kelestarian
sumberdaya airnya;

b} luas ruang terbuka hijau minimal
90% dengan dominasi pohon
tahunan yang diizinkan.

Tabel 2.8 RTH Sempadan Danau dan Mata Air

f. RTH Pemakaman
Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan
publik untuk penguburan jenasah. Pemakaman juga dapat
berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah
resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang

kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di komplek



50

pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah

tersebut.

Gambar 2.10 Contoh RTH Pemakaman Umum

2.2.12 Prosedur Perencanaan RTH

Ketentuan prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut:

a) Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah
ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW kota/RTR kawasan
perkotaan/RDTR kota/RTR kawasan strategis kota/rencana induk
RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;

b) Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh
pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

¢) Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:
* perencanaan;
= pengadaan lahan;
= perancangan teknik;
= pelaksanaan pembangunan RTH;

= pemanfaatan dan pemeliharaan.
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d) penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh
masyarakattermasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan
perijinan pembangunan;

e) pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan
reklame (billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

* mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-
masing daerah;

» tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman
misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan
tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya;

» tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH;

» memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna
RTH;

» tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial,

ekologis dan estetis.

2.2.13 Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH
merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga
badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

Upaya ini dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dan
swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah
terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata

ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan
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pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta

dalam pengelolaan RTH, dengan prinsip:

a) Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat
menentukan dalam proses pembangunan ruang ruang terbuka
hijau;

b) Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses
pembangunan ruang terbuka hijau;

€) Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai
kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;

d) Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap
menegakkan etika;

e) Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap
profesional. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah
kota dalam mewujudkan penghijauan antara lain: dalam
lingkup kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau (yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian),
pedoman ini ditujukan pada tahap pemanfaatan ruang terbuka
hijau, dimana rencana pembangunannya akan disusun dan

ditetapkan.
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Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian

Pengambilan Keputusan

RTH Rencana _|  Pelaksanaan o) Pasca
Pemanfaatan Pemanfaatan Pelaksanaan
Pelibatan Pelibatan Pelibatan

Gambar 2.11 Pelibatan Masyarakat pada Pemanfaatan dan

Pengendalian

Peran masyarakat, swasta dan badan hukum dalam penyediaan
RTH publik meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan
pemeliharaan RTH. Peran dalam penyediaan RTH ini dapat
berupa:

a) Pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi
RTH publik (hibah);

b) Menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan
sebagai RTH publik;

€) Membiayai pembangunan RTH publik;

d) Membiayai pemeliharaan RTH publik;

e) Mengawasi pemanfaatan RTH publik;

f) Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam
peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana
interaksi sosial serta mitigasi bencana.

Peran masyarakat pada RTH privat meliputi:

a) Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam

peningkatan kualitas lingkungan,;
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b) Turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di
perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur
resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan
sampah;

€) Mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, berm dan lahan
kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam
langsung maupun ditanam dalam pot;

d) Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta

RTH.

2.2.14 Peran Individu/Kelompok

Masyarakat dapat berperan secara individu atau kelompok dalam
penyediaan dan pemanfaatan RTH. Pada kondisi yang lebih
berkembang, masyarakat dapat membentuk suatu forum atau
komunitas tertentu untuk menghimpun anggota masyarakat yang
memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan,
mengembangkan konsep serta upaya-upaya untuk mempengaruhi
kebijakan pemerintah.

Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat

dilakukan masyarakat:

a) Anggota masyarakat baik individu maupun kelompok yang
memiliki keahlian dan/atau pengetahuan mengenai penataan
ruang serta ruang terbuka hijau dapat membentuk suatu
komunitas ruang terbuka hijau. Misalnya: membentuk forum
masyarakat peduli ruang terbuka hijau atau komunitas

masyarakat ruang terbuka hijau di setiap daerah,;
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9)
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Mengembangkan dan memperkuat kerjasama proses mediasi
antara  pemerintah, masyarakat dan swasta dalam
pembangunan ruang terbuka hijau;

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi
perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan ruang terbuka
hijau melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-
kelompok masyarakat;

Meningkatkan kemampuan masyarakat (forum, komunitas,
dan sebagainya) dalam mengelola permasalahan, konflik
yang muncul sehubungan dengan pembangunan ruang
terbuka hijau;

Menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu
untuk proses sosialisasi;

Bekerjasama dengan  pemerintah dalam  menyusun
mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon
dari pemerintah melalui jalur yang telah disepakati bersama;
Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah
ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten

tanpa pengecualian.

2.2.15 Peran Swasta

Swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam

pemanfaatan ruang perkotaan dan ruang terbuka hijau. Terutama

karena kemampuan kewirausahaan yang mereka miliki. Peran

swasta yang diharapkan dalam pemanfaatan ruang perkotaan sama

seperti peran yang diharapkan dari masyarakat. Namun, karena

swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat
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umum, maka terdapat peran lain yang dapat dilakukan oleh

swasta, yaitu untuk tidak saja menekankan pada tujuan ekonomi,

namun juga sosial dan lingkungan dalam memanfaatkan ruang

perkotaan.

Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat

dilakukan oleh pihak swasta:

a)

b)

d)

f)

Pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha ( mall,
plaza , dan sebagainya) dengan areal yang luas perlu
menyertakan konsep pembangunan ruang terbuka hijau;
Bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam
membangun dan memelihara ruang terbuka hijau;
Menfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah,
swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang
berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan. Kegiatan
ini dapat berupa pemberian pelatihan pembangunan ruang
terbuka hijau maupun dengan proses diskusi dan seminar;
Berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan
sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan
proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan
pembangunan ruang terbuka hijau;

Mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam
realisasi pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan
ruang terbuka hijau;

Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah
ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten

tanpa pengecualian.
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2.2.16 Lembaga/Badan Hukum

Lembaga atau badan hukum yang dimaksud merupakan

Organisasi nonpemerintah, atau organisasi lain yang serupa

berperan utama sebagai perantara, pendamping, menghubungkan

masyarakat dengan pemerintah dan swasta, dalam rangka

mengatasi kesenjangan komunikasi, informasi dan pemahaman di

pihak masyarakat serta akses masyarakat ke sumber daya.

Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat

dilakukan organisasi non-pemerintah antara lain:

a)

b)

d)

Membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara pemerintah,
masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan
komunikasi dan informasi pembangunan ruang terbuka hijau;
Menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan
pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat;
Berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan
penjelasan mengenai proses kerjasama antara pemerintah,
masyarakat dan swasta serta mengenai proses pengajuan
keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi;

Mendorong dan/atau menfasilitasi proses pembelajaran
masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan
dengan penyusunan RTH perkotaan. Kegiatan ini dapat
berupa pemberian pelatihan kepada masyarakat dan/atau
yang terkait dalam pembangunan ruang terbuka hijau,
maupun dengan proses diskusi dan seminar;

Menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang
memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam

proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan
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bertanggung jawab. Dengan membentuk badan atau lembaga
bersama antara pemerintah, perwakilan masyarakat dan
swasta untuk aktif melakukan mediasi;

Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah
ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten

tanpa pengecualian.

Organisasi lain yang memiliki peran dan posisi penting dalam

mempengaruhi, menyusun, melaksanakan, mengawasi kebijakan

pemanfaatan ruang perkotaan, antara lain:

DPR/DPRD;
Asosiasi profesi;
Perguruan tinggi;
Lembaga donor;

Partai politik;

Adapun peran dari masing-masing organisasi tersebut diatas dapat

disesuaikan dengan posisi dan keahlian yang dimiliki organisasi

dalam membantu atau terlibat proses pembangunan ruang terbuka

hijau.

2.2.17 Penghargaan dan Kompensasi

Penghargaan dan kompensasi terhadap

masyarakat/perseorangan, swasta, dan badan hukum dalam

penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan

kesadaran masyarakat terhadap RTH dapat berupa:

a)

Piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh lembaga
swadaya masyarakat pemerhati RTH/lingkungan hidup,
perguruan tinggi, unsur kewilayahan seperti RT, RW,
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Kelurahan dan Kecamatan. Instansi yang terkait dengan
pengeloaan RTH/lingkungan hidup, pemerintah daerah atau
pemerintah pusat;

Pencantuman nama, baik perorangan, lembaga atau
perusahaan dalam ukuran yang wajar dan tidak mengganggu
keindahan, sebagai kontributor dalam penyediaan RTH tersebut,
dengan persetujuan tertulis dari instansi pengelolanya, sesuai

dengan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut

2.3 PEMAHAMAN KHUSUS
2.3.1 STUDI KASUS
2.3.1.1 Sejarah Trenggalek
Dari berbagai sumber yang dapat dikumpulkan, kawasan
Trenggalek telah dihuni selama ribuan tahun, sejak jaman pra-sejarah,
dibuktikan dengan ditemukannya artifak jaman batu besar seperti :
Menhir, Mortar, Batu Saji, Batu Dakon, Palinggih Batu, Lumpang
Batu dan lain-lain yang tersebar di daerah-daerah yang terpisah.
Berdasarkan data tersebut, diketahui jejak nenek moyang yang
tersebar dari Pacitan menuju ke Wajak Tulungagung dengan jalur-
jalur sebagai berikut :
1. Dari Pacitan menuju Wajak melalui Panggul, Dongko, Pule,
Karangan dan menyusuri sungai Ngasinan menuju Wajak
Tulungagung;
2. Dari Pacitan menuju Wajak melalui Ngerdani, Kampak,

Gandusari dan menuju Wajak Tulungagung;
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3. Dari Pacitan menuju Wajak dengan menyusuri Pantai Selatan
Panggul, Munjungan, Prigi dan akhirnya menuju ke Wajak
Tulungagung.

Menurut HR VAN KEERKEREN, Homo Wajakensis (manusia
purba wajak) (mencari-jejak-manusia-wajak.html) hidup pada masa
plestosinatas, sedangkan peninggalan-peninggalan manusia purba
Pacitan berkisar antara 8.000 hingga 23.000 tahun yang lalu.
Sehingga, disimpulkan bahwa pada jaman itulah Kabupaten
Trenggalek dihuni oleh manusia.

Walaupun banyak ditemukan peninggalan manusia purba, untuk
menentukan kapan Kabupaten Trenggalek terbentuk belum cukup
kuat karena artifak-artifak tersebut tidak ditemukan tulisan. Baru
setelah ditemukannya prasasti Kamsyaka atau tahun 929 M, dapat
diketahui bahwa Trenggalek pada masa itu sudah memiliki daerah-
daerah yang mendapat hak otonomi / swatantra, diantaranya Perdikan
Kampak berbatasan dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan
yang pada waktu itu wilayahnya meliputi Panggul, Munjungan dan
Prigi. Disamping itu, disinggung pula daerah Dawuhan dimana saat
ini daerah Dawuhan tersebut juga termasuk wilayah Kabupaten
Trenggalek. Pada jaman itu tulisan juga sudah mulai dikenal.

Setelah ditemukannya Prasasti Kamulan yang dibuat oleh Raja Sri
Sarweswara Triwi-kramataranindita Srengga Lancana
Dikwijayatunggadewa atau lebih dikenal dengan sebutan Kertajaya
(Raja Kediri) yang juga bertuliskan hari, tanggal, bulan, dan tahun
pembuatannya, maka Panitia Penggali Sejarah menyimpulkan bahwa
hari, tanggal, bulan dan tahun pada prasasti tersebut adalah Hari Jadi

Kabupaten Trenggalek.
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Sejarah Singkat Pemerintahan :

Seperti halnya daerah-daerah lain, di jaman itu Kabupaten
Trenggalek juga pernah mengalami perubahan wilayah kerja.
Beberapa catatan tentang perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

. Dengan adanya Perjanjian Gianti tahun 1755, Kerajaan Mataram
terpecah menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan
Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Trenggalek seperti didalam
bentuknya yang sekarang ini, kecuali Panggul dan Munjungan, masuk
ke dalam wilayah kekuasaan Bupati Ponorogo yang berada di bawah
kekuasaan Kasunanan surakarta. Sedangkan Panggul dan Munjungan
masuk wilayah kekuasaan Bupati Pacitan yang berada di bawah
kekuasaan Kasultanan Yogyakarta.

. Pada tahun 1812, dengan berkuasanya Inggris di Pulau Jawa (Periode
Raffles 1812-1816) Pacitan (termasuk didalamnya Panggul dan
Munjungan) berada di bawah kekuasaan Inggris dan pada tahun 1916
dengan berkuasanya lagi Belanda di Pulau Jawa, Pacitan diserahkan
oleh Inggris kepada Belanda termasuk juga Panggul dan Munjungan.

. Pada tahun 1830 setelah selesainya perang Diponegoro, wilayah
Kabupaten Trenggalek, tidak termasuk Panggul dan Munjungan, yang
semula berada dalam wilayah kekuasaan Bupati ponorogo dan
Kasunanan Surakarta masuk di bawah kekuasaan Belanda. Dan, pada
jaman itulah Kabupaten Trenggalek termasuk Panggul dan
Munjungan memperoleh bentuknya yang nyata sebagai wilayah
administrasi pemerintahan Kabupaten versi Pemerintah Hindia
Belanda sampai disaat dihapuskannya pada tahun 1923.Alasan atau
pertimbangan dihapuskannya Kabupaten Trenggalek dari administrasi

Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu secara pasti tidak dapat
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diketahui. Namun diperkirakan mungkin secara ekonomi Trenggalek
tidak menguntungkan bagi kepentingan pemerintah kolonial
Belanda.Wilayahnya dipecah menjadi dua bagian, yakni wilayah kerja
Pembantu Bupati di Panggul masuk Kabupaten Pacitan dan
selebihnya wilayah pembantu Bupati Trenggalek, sedangkan
Karangan dan Kampak masuk wilayah Kabupaten Tulungagung
sampai dengan pertengahan tahun 1950.

4. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Trenggalek
menemukan bentuknya kembali sebagai suatu daerah Kabupaten di
dalam Tata Administrasi Pemerintah Republik Indonesia. Saat yang
bersejarah itu tepatnya jatuh pada seorang Pimpinan Pemerintahan
(acting Bupati) dan seterusnya berlangsung hingga sekarang.Seorang
Bupati pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang terkenal sangat
berwibawa dan arif bijaksana adalah MANGOEN NEGORO II yang
terkenal dengan sebutan KANJENG JIMAT yang makamnya terletak
di Desa Ngulankulon Kecamatan Pogalan. Dan untuk menghormati
Beliau, nama "KANJENG JIMAT" diabadikan sebagai salah satu
jalan di Kabupaten Trenggalek.

2.3.1.2 Kondisi Geografis
Secara geografis perkotaan Trenggalek terletak di pusat
Kabupaten Trenggalek, berada pada 111°41 — 111742 BT dan 874 —
873 LS pada ketinggian 105 m dari permukaan air laut. Perkotaan
Trenggalek meliputi Wilayah perencanaan meliputi Kelurahan
Ngantru, Kelurahan Surodakan, Kelurahan Sumbergedong, Kelurahan

Tamanan, Kelurahan Kelutan, Desa Sumberingin dan Desa
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Karangsuko. Adapu batas-batas wilayah perkotaan Trenggalek
meliputi:

Sebelah Utara : Desa Ngares

Sebelah Timur : Desa Parakan, Rejowinangun, Sambirejo, Ngetal
Sebelah Selatan: Desa Wonocoyo, Desa Jatiprahu

Sebelah Barat : Desa Kedungsigit, Salamrejo, Buluagung, Sumber

No. Desa/Kelurahan Luas Wilayah
Ha

1 Karangsoko 469.0
2 Kelutan 256.0
3 Tamanan 232.0
4 Ngantru 472.0
5 Sumbergedong 232.0
6 Surodakan 394.0
7 Sumberingin 258.0

Jumlah 2361

Tabel 2.9 Luas desa dan kelurahan di wilayah perkotaan Trenggalek
Sumber: data monografi desa, 2011
2.3.1.3 Topografis
Perkotaan Trenggalek ditinjau dari topografi atau kemiringan
lahan relatif datar dengan kemiringan lereng 0 — 15% sebesar 75%
dari luas perkotaan Trenggalek. Lahan dengan kemiringan 0-15%
berada pada sebagian besar wilayah pusat kota dan kemiringan 15-

40% berada pada wilayah bagian utara dan selatan perkotaan.
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Kelerengan (Ha)
No | Kelurahan/Desa
0-29% | 2- 15- | 25— | >40%
15% | 25% | 40%
1 | Karangsuko 289,06 | 17,07 | 27,24 | 65,96 | 72,32
2 | Kelutan 244,09
3 | Noantru 268,59 | 67,6 78,8 | 59,06 | 26,58
4 | Sumbergedong 234,02
5 | Sumberingin 259,63 | 4,27 8,64 | 13,69 | 2237
6 | Surodakan 201,2 | 20,42 | 36,23 | 68,84 | 71,45
7 | Tamanan 191,16 | 6,76 1192 | 19,38 | 173
Jumlah 1687,75 | 116,12 | 162,73 | 226,93 | 210,02
% 70,21 4,83 6,77 9,44 8,74

Tabel 2.10 Data topografi wilayah perkotaan Trenggalek

2.3.1.4 Klimatologi

Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di selatan garis
Katulistiwa, maka seperti kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur
yang mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap
tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan
September — April merupakan musim penghujan, sedangkan
musim kemarau terjadi pada bulan Mei—Agustus. Jumlah hari hujan di
Kabupaten Trenggalek rata-rata 116 hari hujan pada tahun 2011
dengan rata-rata curah hujan rata-rata sebanyak 17,63 mm/hari.
Curah hujan tertinggi antara 20,13-21,85 mm/hari terjadi di kawsan
pesisir yaitu Kecamatan Watulimo, Munjungan dan Panggul.
Sedangkan curah hujan terendah di Kecamatan Kampak dan
Gandusaru dengan interval 9,22 — 11,83 mm/hari.

Seperti halnya tempat-tempat lain di Kabupaten trenggalek,
perkotaan Trenggalek juga mengalami dua musim dalam waktu satu

tahun, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim
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penghujan pada umumnya jatuh antara bulan nopember sampai
dengan Juni sedangkan musim kemarau antara bulan Juli sampai
dengan Oktober, musim kering selama 5 bulan dan musim hujan

selama 7 bulan.

No. Bulan Hari Curah Hujan Rata-rata
. . . Curah
Hujan | Hujan | maksimum Hujan

1 Januari 8 157 23 8.72

2 Februari 15 212 49 14.13

3 Maret 6 51 20 8.5

4 April 15 270 58 18

5 Mei 11 142 50 12.9

6 Juni 3 7 4 2.33

7 Juli 5 31 14 6.2
8 Aqgustus - - - -

9 September 6 19 10 2.16
10 Oktober 11 67 26 6.09
11 Nopember 11 158 34 14.36
12 Desember 7 128 50 18.28

Tabel 2.11 Data curah hujan wilayah perkotaan Trenggalek

Sumber: Kecamatan Trenggalek Dalam Angka

2.3.1.5 Kondisi Geologi
Secara geologis, Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa
batuan induk. Jenis batuan induk yang ada di Kabupaten Trenggalek
antara lain :
- Miosenne sedimentary : Semua Kecamatan
- Miosenne limostone : Kecamatan Panggul, Watulimo, Dongko
dan Karangan
- Andesit : Kecamatan Munjungan, Watulimo, Pogalan

dan Karangan
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- Liat dan Pasir : Semua Kecamatan kecuali Dongko, Pule
dan Bendungan

- Undifferentioned Vulcanic : Kecamatan Bendungan

Susunan explorasi tanah terdiri dari lapisan tanah Andosol dan
Latosol, Mediteran, Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran.
Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian
wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya
berkisar antara 10 % hingga 15 % dari seluruh wilayah. Pada bagian
lain, yaitu bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari
lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan
Latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya
terhadap air sehingga menyebabkan lapisan tanah ini kurang subur.

Struktur geologi perkotaan Trenggalek adalah litosol dan
aluvial coklat kekelabuan. Tanah aluvial merupaka tanah endapan
yang berada di kawasan datar atau cekungan. Tanah aluvial
bermanfaat untuk pertanian karena kandungan unsur hara yang tinggi.
Sebagian besar jenis tanah di perkotaan Trenggalek merupakan tanah
aluvial sebesar 72% dari luas wilayah. Tanah jenis ini terbentuk dari
endapan pertemuan berbagai aliran sungai. Berdasarkan kondisi
tersebut maka perkotaan Trenggalek sangat berpotensi untuk lahan
pertanian terutama pertanian sawah. Selain tanah aluvial di perkotaan
Trenggalek juga terdapat tanah litosol sebesar 28% dari luas wilayah
yang berciri berpenampang besar, bernentukkerikil dan batuan dan

terdapat di daerah perbukitan.
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2.3.1.6 Sumber Daya Air (Hidrologi)

Secara hidrologis, Kabupaten Trenggalek terdiri atas 28 sungai
dengan panjang antara 2 Km hingga 41,50 Km dengan debit air antara
674 M3/detik (Kali Jati) sampai dengan 20.394 M3/detik (Kali
Munjungan). Dengan debit air sungai yang relatif tinggi merupakan
indikasi tingkat erosi yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatan potensi
aliran sungai tersebut baik untuk air bersih maupun irigasi diperlukan
pembangunan lebih banyak bangunan penampung air, baik
bendungan, embung, dan dam.

Sungai-sungai yang mengalir di perkotaan Trenggalek sangat
dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Pada saat musim
kemarau, sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan
kecuali sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih
tergenang terus sepanjang tahun. Di perkotaan Trenggalek, terdapat 5

buah sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kecamatan

Trenggalek.
No. | Desa/Kelurahan Nama Sungai
1 | Kelutan S. Ngasinan
2 | Tamanan S. Ngasinan, S. B agong
3 | Ngantru Kali Bagong
4 | Sumberingin S. Ngeongan
5 | Karangsuko Anak sungai Cangkring
6 | Surondakan S. Bagong
7 | Sumbergedong S. Darsiar

Tabel 2.12 Nama Sungai di wilayah perkotaan Trenggalek
Kedalaman air tanah di perkotaan Trenggalek bervariasi,
berkisar antara 5-15 m dari permukaan tanah. Kemudahan perolehan

air tanah didapatkan pada daerah yang relatif rendah, seperti pada
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kawasan perkotaan, dalam hal ini pada Kelurahan Surodakan,
Sumbergedong, Ngantru, Kelutan dan Tamanan. Kedalaman air tanah

pada daerah-daerah ini berkisar antara 4-6 m dari permukaan tanah.

No. Desa/Kelurahan Kedalaman (m)
1 | Karangsoko 7
2 | Kelutan 5
3 | Tamanan 6
4 | Ngantru 6
5 | Sumbergedong 5
6 | Surodakan 5
7 | Sumberingin 7,1

Tabel 2.13 Kedalaman sumber air tanah di wilayah perkotaan

Trenggalek

2.3.1.7 Penggunaan lahan dan status lahan

Secara morfologi, kawasan perkotaan Trenggalek merupakan
pertemuan aksesibilitas antar wilayah Kabupaten Trenggalek dengan
Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten
Tulungagung. Pertemuan berbagai jalan kolektor tersebut
mengakibatkan kawasan terbangun terkonsentrasi di simpul-simpul
transportasi. Perkembangan kawasan terbangun di perkotaan
Trenggalek juga berkorelasi dengan kerapatan jalan dimana semakin
rapat jalan maka semakin intens bangunan-bangunan di sekitarnya.
Semakin ke arah luar menjauhi pusat kota Trenggalek, perkembangan
lahan memiliki kecenderungan mengikuti jaringan jalan kolektor
seperti jalan menuju Kabupaten Tulungagung, jalan menuju
Kabupaten Pacitan dan jalan menuju Kabupaten Ponorogo.
Perkembangan yang bersifat ribbon development tersebut didominasi

oleh perkantoran dan perdagangan jasa. Pengembangan kawasan
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terbangun di perkotaan juga dibatasi oleh sawah irigasi yang
dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu diperlukan mekanisme
pengendalian konversi lahan sawah irigasi agar bersama-sama
membentuk morfologi perkotaan Trenggalek yang berkelanjutan.
Penggunaan lahan eksisting di perkotaan Trenggalek masih
didominasi oleh zona pertanian sebesar 1710,32 ha yang terdiri dari
sawah irigasi, sawah tadah hujan, tegalan dan perkebunan. Selain
zona pertanian, penggunaan lahan yang cukup besar adalah hutan di
kawasan utara dan selatan perkotaan dengan luas sebesar 35,53 ha dan
zona perumahan sebesar 176,54 ha. Sebagai kawasan perkotaan yang
biasanya dicirikan dengan berkembangnya zona perdagangan dan jasa
yang cukup dominan, perkotaan Trenggalek hanya memiliki zona

perdagangan dan jasa sebesar 11,22 ha.

No Land Use Luas (Ha)
1 Industri dan Pergudangan 2,69
2 Hutan 35,53
3 Perumahan 176,54
4 Terminal 0,22
5 Sosial Budaya 0,53
6 RTH 318,29
7 Perikanan 2,79
8 Pertanian 1710,32
9 Pendidikan 10,24
10 | Kesehatan 2,12
11 | Pertahanan Keamanan 0,61
12 | Peribadatan 1,85
13 | Kantor 5,95
14 | Perdagangan dan Jasa 11,21
15 | Olahraga 457
16 | sungai 19,27
17 | Jalan 58,85
18 | lain-lain 0,096
Total 2361,7

Tabel 2.14 Land Use Eksisting BWP Trenggalek
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Tabel 2.15 Grafik land use eksisting BWP Trenggalek

2.3.1.8 Kependudukan

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Data penduduk sebagaimana data yang lain sangat diperlukan
dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, terlebih lagi
penduduk  sebagai sumberdaya manusia adalah subyek sekaligus
obyek pembangunan. Menurut data BPS hasil dari registrasi
penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek pada akhir tahun
2011 sebesar 812.418 jiwa. Jumlah penduduk ini naik sebesar 1% bila
dibandingkan dengan keadaan akhir tahun 2010. Rata-rata laju
pertumbuhan penduduk selama 1 dasawarsa terakhir sebesar 2,09 %.
Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dipicu oleh pertumbuhan
penduduk yang besar pada tahun 2008 sebesar 14,79 % dari tahun
2007. Dari jumlah penduduk tahun 2011, sebanyak410.955 jiwa atau
50,52 % merupakan penduduk laki-laki dan 402.463 jiwa atau49,48%

merupakan penduduk perempuan. Pada tahun 2011, sex ratio yang
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dihasilkan sebesar 102. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan
sumber daya laki- laki dan perempuan seimbang, sehingga tuntutan
partisipasi masyarakat menurut gender diharapkan juga bisa
proporsional.

Potensi sumber daya manusia dalam satu daerah juga dapat
diketahui melalui indikator jumlah penduduk berusia produktif (15-64
tahun). Berdasarkan data BPS, dalam Trenggalek dalam Angka 2012,
tercatat sebesar 545.284 jiwa termasuk dalam usia produktif dan
sebesar 268.134 jiwa termasuk usia tidak produktif sehingga
menghasilkan angka dependency ratio sebesar 49. Hal ini berarti
setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 49 jiwa penduduk
yang tidak produktif.

Sebaran penduduk pada akhir tahun 2011 terdapat 3
Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni Kecamatan
Panggul berpenduduk 88.410 jiwa, Kecamatan Trenggalek dengan
74.039 jiwa dan Watulimo 76.377 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan
jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Suruh yaitu 28.637 jiwa.
Selengkapnya pada tabel dan grafik berikut :

Tahun | Laki-laki (Jiwa) Perempuan(Jiw a) Jumlah (Jiwa)
2000 331.477 335.770 667.247
2001 334.040 337.364 671.404
2002 335.415 338.811 674.226
2003 337.122 340.115 677.237
2004 338.096 341.152 679.248
2005 338.932 341.997 680.929
2006 341.729 344.260 685.989
2007 342.597 344.880 687.477
2008 398.484 390.688 789.172
2009 402.412 394.554 796.966
2010 406.450 398.632 805.082
2011 | 410955 | 402.463 | 812418



Tabel 2.16 Jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek

72

0-4 21.75 20.331 20

59 21.59 25.969 52.5
10-14 30.17 28.733 58.9
15-19 30.74 20.142 50.8
20-24 30.89 30.238 61.1
25-29 39.54 37.206 76.7
30-34 36.25 32.673 68.9
35-39 32.54 31.993 £5.5
40-44 2.25 31731 64.9
45-49 29.59 29.637 59.2
50-59 25.26 25210 50.4
60-64 19.39 18.942 38.3
65-69 16.33 16.088 32.4
70-74 1191 12.184 25.0

75+ 24.67 31.386 56.0

Jumlah 410.955 402.463 812.418

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Kab. Trenggalek berdasarkan umur

Luas Jumlah Kepadata

No Desa/Kelurahan Wilayah Penduduk Penduduk

(Jiwa/Ha)
1 | Karangsuko 469.0 8.219 17,525
2 | Kelutan 256.0 4.534 17,711
3 | Tamanan 232.0 5.558 23,957
4 | Noantru 472.0 5.692 12,059
5 [ Sumbergedong 232.0 7.985 34,418
6 | Surodakan 394.0 7.471 18,962
7 | Sumberingin 258.0 7.024 27,225
Jumlah 2.361 46.483 20,096

Tabel 2.18 Jumlah penduduk wilayah perkotaan Trenggalek
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Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Trenggalek sebesar 645
orang/ km2 di mana Kecamatan Pogalan mempunyai tingkat
kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 1.421 jiwa/km2,
disusul Kecamatan Trenggalek dengan tingkat kepadatan 1.211
jiwa/km2. Adapun Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan
penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bendungan dengan

tingkat kepadatan 323 jiwa/km2. Selengkapnya pada tabel dan grafik

berikut:
No. Kecamatan Jumlah (Jiwa) Kepadatan
(Jiwa/km?2)
1 | Panaaul 88.410 672
2 | Munjungan 55.646 359
3 | Watulimo 76.377 495
4 | Kampak 40.389 511
5 [ Donako 72.611 514
6 | Pule 60.578 513
7 | Karanaan 54.894 1.078
8 [ Suruh 28.673 565
9 | Gandusari 57.195 1.041
10 | Durenan 59.704 1.044
11 | Pogalan 59.406 1421
12 | Trenggalek 74.039 1211
13 | Tugu 56.143 751
14 | Bendungan 29.353 323
Jumlah Tahun | 812418 | 645

Tabel 2.19 Kepadatan Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2011

Jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek menurut usia sekolah
pada tahun 2011 menurun seiring dengan kenaikan tingkat

pendidikan. Jumlah usia pra sekolah (0-6) tahun sebesar 66.545 jiwa
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dengan jumlah terbesar terletak di Kecamatan Panggul sebesar 6.599
jiwa dan terkecil di Kecamatan Suruh sebesar 2.277 jiwa. Tingginya
jumlah penduduk usia pra sekolah menunjukkan bahwa tingkat
kelahiran di Kabupaten Trenggalek cukup tinggi. Jumlah penduduk
usia SD sebesar 64.762 jiwa, usia SLTP sebesar 32.365 jiwa, usia
SLTA sebesar 30.835 jiwa dan usia PT sebesar 51.118 jiwa.

Pra Usia SD Usia Usia Usia PT

Sekolan SLTP SLTA
No. | Kecamatan mo g gia) | 7-12 | 13-15 | 16-18 | 1924
Qiwa) | @Giva) | iwa) Jiwa)
1 | Panggul 6.599 7.228 | 2.786 | 2.323 5.182
2 | Munjungan | 4.536 4.434 | 2305 | 2117 2.927
3 | Watulimo 6.461 5946 | 2.864 | 2.819 4.823
4 | Kampak 2.403 2302 | 1626 | 1.420 2.606
5 | Dongko 5.741 5583 | 2671 | 2470 4.963
6 | Pule 4.657 4440 | 2435 | 2213 4.128
7 | Karangan 4.704 4442 | 2248 | 2.003 2.132
8 | Surun 2.277 2284 | 1.089 | 1.023 1.747
9 | Gandusari 5.013 4.622 | 2.385 | 2.229 2.694
1 | Durenan 5.212 4736 | 2.626 | 2.402 2.614
1 | Pogalan 4.851 4.907 2.438 2.395 2.451
1 | Trenggalek 6.484 6.135 2.515 2.308 4.453
1| Tuu 4,192 4308 | 2189 | 2122 2.479
1 | Bendungan | 2.415 2.395 | 1.188 991 1.919
Jumlah | 66545 | 64.762 | 32.365 | 30.835 | 51.118

Tabel 2.20 Kepadatan Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2011

2.3.1.9 Karakteristik sosial masyarakat
Adat istiadat penduduk setempat sangat dipengaruhi oleh adat
jawa serta agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk.
Kenyataan ini terlihat antara lain dengan adanya upacara-upacara
yang bersifat keagamaan atau upacara-upacara lainnya seperti upacara

bersih desa, upacara bersih DAM Bagong dan lain sebagainya. Adat
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istiadat yang terdapat di wilayah Kecamatan Trenggalek, pada
umumnya seperti daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa.

Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di wilayah ini banyak
dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh agama yang
dipeluk masyarakat atau penduduk setempat yaitu Islam. Hal ini
terlihat dengan adanya perkumpulan pengajian serta kesenian-

kesenian yang bernafaskan agama islam.

2.3.1.10 Kondisi Sarana Wilayah
Sarana Perekonomian

Dalam bidang industri, kabupaten Trenggalek memiliki
industri pengolahan yang didominasi oleh industri non formal sebesar
99,95%. Jenis industri pengolahan yang terbanyak di Kabupaten
Trenggalek adalah industri mineral bukan logam dengan kontribusi
sebesar  32,29%. Industri formal mempunyai nilai investasi
sebesar 1,078 juta rupiah dan menyerap tenaga kerja sebesar 87
orang, sedangkan industri non formal mempunyai nilai investasi
3,068 juta rupiah dan menyerap tenaga kerja 58.595 orang.

Pada dasarnya industri dapat dibedakan menjadi industri besar,
industri sedang dan industri kecil. Pada tahun 2011, industri kecil di
Kabupaten Trenggalek didominasi oleh industri genteng sebanyak
168 buah yang tersebar di Kecamatan gandusari dan Kecamatan
Durenan. Selain itu terdapat 82 industri meubel yang tersebar di

seluruh wilayah kabupaten. Selengkapnya pada tabel berikut ini:
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2010 2011
No. Jenis Industri In_dustri_ Kerajinan quustri_ Kerajinan
Kecil (Unit)| Rakyat Kecil (Unit) Rakyat
(Unit) (Unit)
1 | Industri: Rokok 39 2 14 -
2 | Industri: Kerupuk 9 155 21 760
3 | Industri: Kue/Roti 4 29 4 29
4 | Industri Kecap - 1 - i’
5 | Industri. Meubel 67 387 82 600
6 | Industri: Es Lilin 1 87 - -
7 | Industri- Pandai Besi 1 8 1 85
8 | Industri. Gula. Tebu 1 1 - 1.152
9 | Industri. Tahu 6 8 9 200
10 | Industri- Tempe - 1.583 - 1.650
11 | Industri- Genting 174 1.422 168 1.550
12 | Industri: Batu Merah 1 4.731 1 4.850
13 | Industri. Tegel 3l 16 3 16
14 | Industri. Minyak Kelapa - 271 - 100
15 | Industri Anyaman 1 5.105 2 6.215
16'| Industri- Alat-alat
Rumah Tangga
17 | Industri: Gerabah - 80 - 86
18 | Industri- Lainnya 242 6.652 240 4.302
Jumlah Total | 580 | 20.629 546 | 21596

Tabel 2.21 Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat di Kabupaten

Trenggalek Tahun 2010-2011

2.4 ASPEK LEGAL

241 Kebijakan dan Strategi

Trenggalek

Penataan Ruang Kabupaten

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Trenggalek merupakan

arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan

ruang Kabupaten Trenggalek. Sedangkan strategi penataan ruang

Kabupaten Trenggalek adalah penjabaran kebijakan penataan

ruang kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan.
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Berdasarkan tujuan penataan ruang Kabupaten Trenggalek,

maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Trenggalek

untuk mencapai tujuan adalah meliputi pengembangan:

A.

1.

Struktur ruang yang terdiri dari:
Kebijakan pengembangan sistem pusat kegiatan wilayah
a. Pembentukan sistem perkotaan
b. Pengembangan sistem pedesaan
Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana
wilayah dilakukan melaluiupaya pengembangan prasarana
wilayah
Pola ruang yang terdiri dari:
Kebijakan pemantapan kawasan lindung
a. Pemanfaatan fungsi dan pengendalian secara ketat
berbasis pembangunan berkelanjutan
b. Pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan
bencana
Kebijakan pengembangan kawasan budidaya
c. Pengembangan industri berbahan baku lokal berdaya
saing dan berpotensi
d. Pengembangan kawasan budidaya berbasis pada
pendayagunaan potensi wilayah
Kawasan strategis yang terdiri dari:
Kebijakan pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan
ekonomi
a. Pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal
b. Pengembangan kawasan minapolitan dengan

memperhatikan aspek lingkungan
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c. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis
potensi alam
2. Kebijakan  pengembangan  kawasan  strategis  sudut
kepentingan penyelamatan lingkungan hidup dilakukan
melalui upaya pelestarian dan peningkatan fungsi daya
dukung lingkungan hidup
3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis

lainnya yaitu pengendalian perkembangan kawasan budidaya.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang
disusun untuk meraih tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten
Trenggalek yang merupakan kebijakan tentang struktur ruang, pola
ruang dan kawasan strategis. Dari kebijakan- kebijakan tersebut maka
akan dirumuskan strategi-strategi sebagai panduan dalam
operasionalisasinya. Kebijakan dan strategi dari penataan ruang

wilayah Kabupaten Trenggalek dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kebijakan (1) : Pembentukan sistem perkotaan.
Strategi:

1. Menetapkan sistem perkotaan secara berhierarki yang meliputi
PKL, PKLp dan PPK
2. Memantabkan dan mengembangkan kawasan perkotaan
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis
pada kegiatan perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata.
2.4.2 Isu Strategis
Perumusan isu-isu strategis pada wilayah perkotaan

didasarkan pada potensi dan permasalahan yang terdapat pada



79

kawasan. Aspek yang dikaji dalam menyusun potensi dan

permasalahan BWP Trenggalek adalah fisik dasar, ketersediaan lahan,

fasilitas perkotaan, perkembangan perkotaan, sistem jaringan jalan

dan lingkungan hidup.
. Potensi BWP Trenggalek
1. Fisik Dasar

a.

Kawasan perkotaan pada umumnya merupakan lahan datar yang
dikelilingi perbukitan sehingga dapat dikembangkan untuk
mendukung kawasan terbangun perkotaan

Sebagian wilayah utara dan selatan merupakan wilayah hutan
berbukit yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau

Daya dukung kawasan umumnya baik untuk pengembangan
kawasan terbangun

Daya dukung tanah yang sangat baik untuk lahan pertanian
sawah

Hidrogeologi dengan produktivitas sedang dan kedalaman

rendah

2. Ketersediaan lahan

a.

b.

Sebagian besar lahan dapat dikembangkan dengan daya dukung
1.669 Ha (luas perkotaan adalah 2.403 Ha) atau 69 % dari luas
perkotaan.

Pengembangan lahan untuk kawasan terbangun di bagian

tengah, barat dan timur perkotaan

3. Fasilitas Perkotaan

a.

Fasilitas pedagangan jasa mempunyai perkembangan yang pesat

seiring dengan meningkatnya perekonomian penduduk
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b. Fasilitas pendidikan dasar cukup lengkap dengan jangkauan
pelayanan 1 kabupaten
c. Fasilitas kesehatan memadai dari segi kuantitas
d. Fasilitas olah raga berkembang cukup pesat
4. Perkembangan kawasan
a. Perkembangan perkotaan cenderung memusat dan mengikuti
jaringan jalan utama
b. Pusat pelayanan sosial memiliki aksesibilitas yang tinggi
c. Terdapat cluster-cluster perumahan formal sebagai embrio
pengembangan kawasan baru
5. Sistem Jaringan Jalan
a. Merupakan perkotaan strategis terletak pada persimpangan
utama antara Tulungagung — Ponorogo dan Tulungagung —
Pacitan.
b. Pola utama jalan pada pusat kota adalah grid sehingga akses ke
berbagai tempat baik.
c. Kondisi jalan baik dan terpelihara di kawasan perkotaan
6. Lingkungan Hidup
a. Pencemaran udara dan air rendah.
b. RTH cukup luas dengan adanya hutan kota, taman kota dan
lahan sawah yang cukup luas.
B. Permasalahan BWP Trenggalek
1. Fisik Dasar
a. Potensi pengembangan kawasan terbangun berada pada potensi
pengembangan pertanian sawah sehingga rawan konflik

pemanfaatan
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b. Berupa cekungan dengan pertemuan beberapa sungai schingga

C.

rawan banjir

Rawan terjadinya bencana longsor pada kelerengan 15-40%.

2. Ketersediaan lahan

Karena nilai lahan yang sangat tinggi di pusat kota dan merupakan

lahan sawah irigasi, terjadi pergeseran pengembangan kawasan

terbangun di perbukitan (lindung)

3. Fasilitas umum

a.

e.

Perkembangan perdagangan jasa di sepanjang jalan utama dapat
mengganggu arus kendaraan eksternal

Fasilitas perdagangan dan jasa di perkotaan Trenggalek belum
sepenuhnya menjangkau kebutuhan masyarakat

Fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan kualitasnya dan dibatasi
jumlahnya

Fasilitas perkantoran pemerintah masih tersebar sehingga
menyulitkan pelayanan satu atap.

Terbatasnya ketersediaan fasilitas umum di kawasan pedesaan

4. Perkembangan kawasan

a.
b.
C.
d.

Perkembangan perkotaan cenderung mengalihfungsi sawah irigasi
Pusat pelayanan umumnya berkembang sporadis

Terdapat cluster-cluster perumahan baru yang bersifat inklusif
Perkembangan permukiman pedesaan berupa cluster-cluster yang

terpisah

5. Sistem Jaringan Jalan

a.

b.

Tingkat kerapatan jaringan jalan yang semakin jarang di pinggiran
kota

Terjadinya kerusakan jaringan jalan
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6. Lingkungan Hidup

a.

Kawasan perbukitan dengan hutan jati yang memiliki ciri lebat di
musim hujan dan meranggas di musim kemarau

Belum cukupnya ruang publik untuk interaksi warga

Beberapa kawasan memiliki potensi rawan bencana yang tinggi.
Alih fungsi lahan yang seharusnya adalah kawasan konservasi

menjadi kawasan budidaya.
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Pengembangan Fasilitas Perkotaan di Kabupaten Trenggalek

Tabel 2.22 Pengembangan
Fasilitas Perkotaan di

Kabupaten Trenggalek
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2.5 STUDI BANDING
2.5.1 Civic Center
25.1.1  Alun - Alun Kabupaten Trenggalek

Lokasi : Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek

Luas

:65.550 m2 (6.5 Ha)

Area yang terbangun memiliki fungsi sebagai berikut :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Q o

@

Kantor sekertariat
Plasa Telkom
Masjid Agung
Kantor Pos
Alun-alun

Pasar sore

Pendopo (Gedung Pemerintahan)

Arsitektur : Vernakular, Jawa

Data Ruang/ Zoning : Zona publik dan semi public terpisah
secara massa

Karakter Lokasi : Tengah Kota

Sirkulasi : Radial

Organisasi Ruang  : Radial

Massa Bangunan : Terdiri dari 6 massa bangunan



Plasa Telkom

Kantor sekertariat g MMM . S5
& 2. Telkom OC
o cwws -2 ‘adonesia

Alun-Alun Trenggalek

Gambar 2.12 Alun-Alun Trenggalek Sebagai Civic Center

2.5.1.2  Los Gatos Civic Centre
Lokasi : Los Gatos, California
Luas :12.290 m2 (1.3 Ha)
Area yang terbangun memiliki fungsi sebagai berikut :

a) Perpustakaan
b) Museum
¢) Kantor Administrasi

d) Parkir pengelola

85
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e) Parkir pengunjung

a. Arsitektur : Post modern
b. Data Ruang/ Zoning : Zona publik dan semi public terpisah

S€cara massa

c. Karakter Lokasi : Tengah Kota

d. Sirkulasi : Radial

e. Organisasi Ruang : Linier

f. Massa Bangunan : Terdiri dari 3 massa bangunan

| H wWiday Open Howse

"’!M

Atap (Taman) Perpustakaan

Gambar 2.13 Los Gatos Civic Centre
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2.6 FILOSOFI

Kota merupakan sebuah wadah bagi para penghuninya untuk
melakukan segala aktifitasnya. Saat ini kota kreatif (creative city)
menjadi salah satu isu yang sering muncul kepermukaan. Kota yang
kreatif merupakan kota yang mampu mengekspresikan bakat dan potensi
seluruh warganya dibidang apapun, seperti seni, budaya, teknologi,
desain, arsitektur hingga industry kreatif. Peran msyarakat dalam
pembentukan kota kreatif sangatlah besar, karena masyarakat merupakan
tokoh utama dalam menjalankan perannya untuk menciptakan kota
kreatif. Jika potensi dan ekspresi masyarakat dapat terwadai maka
masyarakat akan mampu menciptakan komunitas-komunitasnya sendiri
dan membentuk sekumpulan individu-individu dengan hobi, potensi, visi
dan misi yang sama. Komunitas sangat berpengaruh dalam
perkembangan suatu kota dan dapat menjadikan kota menjadi kreatif dan
atraktif.

Kreatifitas tidak dapat lepas dari aktivitas manusia, itu sebabnya
kreatifitas membutuhkan sebuah ruang sebagai wadahnya. Ruang yang
secara fisik dapat memfasilitasi aktifitas manusia, mengubah ide menjadi
produk kreatifitas. Maka dapat diartikan bahwa ruang fisik dapat menjadi
wadah ekspresi kreatifitas sekaligus pendorong untuk mewujudkan ide
kreatif. Dalam skala kota ruang fisik yang dimaksud yaitu ruang publik,
ruang untuk masyarakat kota yang wajib ada sebagai tempat
bercengkrama masyarakat.

Dari penjelasan di atas maka dalam perancangan ruang publik yang
dalam judul tugas akhir ini yaitu Trenggalek Civic Center Berbasis

Ekonomi Kreatif menggunakan filosofi “Creative City”.



Interaction ; Cooperation

Gambar 2.14 Tlustrasi Rencana Hubungan Masyarakat
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